
BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

r$ouo* tP TAIII'H 2;OI*

PERATI,RAIS BITPATI UA.'AI,ETTGKA
NOMOR It TAHUN 2014

TENTANG

PERT'BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAIALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEI,ANJA DAERAH KABUPATEN MA'ALENGKA
TtrHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MA"IALENGKA,

Menimhng :

r. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 18 Tahun 2Ol4 tenhng Ferubahan Fendapa.tan dan Belanja
Daerah Tahun Anggasan 2O14 dan berdasarkan Feraturan Gubernur Provinsi
Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2O14 tentang Penjabaran Perubatran Anggaran
Pendap.tan dan Belarrja Daerah Tahun Anggaran 2O14 maka kiranya perlu
dilakukan llenamhhan dan penyesuaian program dan kegiatan dalam
Fenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belar{a Daeratr Ifubupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2OL4;

o. berdasarkan ketentuan Romawi V point 25 lampiran Perahrran Menteri
Dafam Negeri Nomor 27 Tahun 2O13 tentang Fedoman Fenyusunan APBD
Tatrun Angaran 2414, h'gi daerah yang melaksarukan progrem dan kegiatan
yang dibiayai dari dana transfer dan sudatr jetras peruntukannya seperti DBH-
CHT, DBH-DR, DAK, Dana Bos, Dana Otonomi Khusus, Dana Damat dan
Dana Tmnsfer lainya, ]rang belum cukup tersedia danlatau belum
aiang$rtan delp'n APBD, mpka Pernerintah Daerah dapat meleksanakan
program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih datrulu melaksanakan
perubahan Peraturan Bupati tentang Fenjabaran Perubahan APBD dan
memberitgtrukan kepada pimpinan DPRD;

c.sehubungan......2

hubungan Pembahan Pe4iabaran dimaksud dilakukan setelah Perubahan
,BD Uurtri 2014, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam
nJrusunan DPPA mah pertu ditampung dalam Perubahan Peraturan Bupati.

wa berdasarkan pertimhngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a"b
r c maka dipandang perlu menetapkan Fenturan Bupati tentalr8
batpn Atas Peraturan Bupati Ma$alengfua Nomor 1O Tahun 2014 tentang

iabaran Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

$alengka Tahun Arrgaran 2AL4.

ndang.Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-
erah Kabupaten Dalam Linglnrngan Propinsi Djawa Barat (Berita Negam

epublik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-
naarrs Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan lkbupa.ten Purrykarta

Kabupten Subang deggan Mengubatr Undang-Undang Nomor 14 Tatrun
95O tentang Pembeatukan Daeratr-Daeratr Kabupaten Dalam Lingkungan

insi Djawa Barat (I,embaran Negaftt Republik Indonesia Tahun 1968
mor 31, Tambhan kmhran Negara Republik Indonesia Nomor 285U;

ndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Perpajakan (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

g, Tambahalr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621

bagaimana telah beberapa kati diubah terakhir dengan Undang-Undang
omir 16 Tatrun ZOO9 t€ntang Penetapan Pemturan Pemerintah Penganti
ndang-Undang Nomor 5 Tatrun 2OO8 tentang Perubahan Keemlnt Atas
naans-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Keteutuan Umum Da3 Tata

perpa:atran Menjadi undang-undang (kmbaran Nesara Republik
ndonesia-Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik
ndonesia Nomor 49991:,

lndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan hiak dengan
urat Faksa (Gmbaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 199? Nomo.r 42'
'ambatran I^embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)' sebagaimana

r diubatr dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2OOO tentang
bahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

4iak dengan Surat Paksa fl,eebamn Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO0

imor 129, Tambatran fumbaran Negara Republik Indonesia l{omor 398fl;

ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perryelenggara Negara yans
Kolusi dan Nepotisme tlembaran Negara
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

ih dan Bebas dari KoruPsi,
blik Indonesia Takrun 1999

ublik Indonesia Nomor 3851h

S.Undang-Undang. . . ., . 3



Idang-undang Nomor 3l-tahun'rr$ Tentang pembemntasan Tindak:foarqopsi firmbaran N"g.o n"p"brik Indoie-i" rrn*" 1999 Nomor&, ?amhhan tpF1a1 fregara'Repubfik mJorre"i* Nomor AAT4|,)bagaimana telah diubah-Cenga;Unaang-Undang Nomor 2o Tahun 2oolntang Perubahan Atas undang-undang-No-o lt rrnr' 1999 tentang:mberantasan Tird"+.}dana Koirrps 1dmu"ro, Negaralepublik Indonesiarhun 2oo1 lrlomor rs4, Tambahah Iambaran Negara Repubrik Indonesirarmor z[150];

rdang-undang Nomor rz rahun 2oos.tentang Keuangan rfegara (Lenbaran:gara Republik Indonesia Tahun 2Om Nodor +Z-EL6,gfr*, Iembarangara Republik Indonesia Nomor a2g6l;
rdang-undang Nomor 1 Tahun 2oo1 lentang perbendaharaan Negara:mbaran Negara Rep:rblik Indonesia Tahun iiro+--N"*r" s, Tambahanmbaran Negara Republik Indonesia Xo*o" aSSS);
rdang-undang Nomor rs Tatrun 2oo4 tentang Feneriksaan, pengelolaa'
n TanggungJawab lGuangan lregara (Imbaran Negara Repubtik Indonesiahun 2oo4 Nomor 66, T;nbah; iimuran r{egara Repubrik Indonesiamor440O);

'dang-undang Nomor 25 Tahun 2w4 tentang sistem per,rencanaannhngunan nasionaf tte3nuaxr N"g"* Republik Indonesia Tahun 2oo4mor 1o4, Tambatran Lembaran rvegari nepud* Irril;;; Nomor +4211;
dang-undans Nomor 33 Tahun 2oo4 

-tentang 
perimbangan IGuangantara Pemerintah pusat dan neueringyn_o:".oii.-til*u*oo Negararublik Indonesia Tahun 2ooa Nomor t26, tamuahan'Lmuaran Nqararublik Indonesia lrlomor 443g1;

tang-undang Nomor 2g rahun 2@9 tentang pqiak Daerah dan Retribusi:rah (Icmbaran ngeara Republik Indonesil rLG" zoog Nomor rgo,nbahan Irembaran NCgara n+uUlik lnAonesia N"** SO6t;
langundang Nomor 12 Tahun 2orl _tentang pembenhrkan perahrranundang-undangan (Iembalan ttegara Republlk r"a",,""1. Tahun 2ol1oor 82, Tambahan Iembaran uus"i n puuut rnaonesiatuomor s2s4);
lang-undang Nomor 6 Tahun 2o14 tentang 

-Desa (Iembaran Negaratrblik Indonesia Tahun 2or4 Nomor z, Ta;bah;'umuaran Nega'aublik Indoneeia Nomor SagS);

l4.Undang-Undang. , ... ,4
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l4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O14 tentang Majelis Permusyawaratan

Ratqfat Dewan Perwakilan Ralcyat, Dewan Peruakilan Daerah dan Dem,an
Perwakilan Ralsrat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Irmbaran Negam Republik Indonesia Nomor 55681;

l5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah.
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2O14 Nomor 244, Tambatran
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584, sebagaimana telah diubah
dengan Peratur:an Femerintah Penggarrti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O14 tenterrg Peruhhan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 246, Tambahan Iffibaran Negara Republik Indor.resia Nomor 55891;

l6.Peratumn Pemerintatr Nomor 7 Tahun 197? tentang Femturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor l1},
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2Ot4 tentang Ferubatran Keenambelas Belas Atas Peraturan
Femerintatr Nomor 7 Tahun 1977 t.entatg Peraturan Gaji Pegaurai Negeri Sipil
firmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2O13 Nomor 57];

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 1@ Tattun 2OOO tentang Kedudukan lftuangan
Kepala Daerah dan Ufakil Kepala Daerah (L€mbaxan Negam Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 2lO, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4U)81;

lS.Perahrran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Irmbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4416,1, se@aimana telah
beberapa k+li diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan lGuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambatran Lemhran Negara Republik Indonesia
Nomor a7l2l;

l9.Peratumn Femerintah Nomor 23 Tatrun 2O05 tentang Fengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OOS
Nomor 48, Tamhhan kmhran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana t€Iah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2O12 tentang Ferubatran Atas Peraturan Femerintatr Nomor 23 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor l7l, Taabahan kmbamn Negara
Republik Indonesia Nomor ffiao);



)eraturan Pemerintah {o-ToI tt ,in13 2oos- tentang Dana FerimbanganI-qbaran Negara Repubrik Indonesia Tatrun eoos tti"-o" 137, Tambahancmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aS?Sf; . 
.

'ereturan Pemerintah Nomor s6 ?atrun 2oos tentang sistem Informasi.::*9" Daeratr fi.embaran Negara Repubrik rnconesiaianun 2oos Nomor38, Tambahan kmbaran ttigara itepubuk rnaonesia womor d?AIebagaimara telah diubah dengai peratumn pemerintatr Nomor 65 Tatrunolo tentang Perubatran Atas peraturan pemerintah No*o, 56 Tahun 2oo5:ntang sistem ldgpl* Keuangan Daerah rt *u.*" Negara n"p"uritrdonesia Tahun 2olo Nomor rlb, Tambahan'remuaran Negara Republikrdonesia Nomor 5lS5|;
Braturan Pemerintah Nomor 5g rahun.2005 tentang pengerolaan Keuanganaerah (kmbaran {gsara Republik Indonesia tafrun-ioos x"*L, i?o,rmbahan Iembaran Negara Republit Indonesia No*o, +SZe1;
:raturdn Pemerintah Nomor 65 Tahun--2@S tentang Fedoman pen5rusunanm Penerapan stTq"I perrayanan Minimar 0;6r; Negara Republikdonesia Tatrun 2oo5 Nomoi rso, Tambahan'remuara' Negara Republikdonesia Nomor 4SBS|;
;raturan Femerintah Nomor ?9 Tahun 2oos tentang pedoman Fembinaanm Pengawasan penyelenggaraan pemerinlllrar n".Lir-1rc*ur*" Negara;publik Indonesia Tahun boos Noaor r6s, Tambahan Iearbanan Nqara:publik Indonesia Nomor 4893h
raturan Pemerintah Nomor g rahun 2oo6 tentang pelaporan Keua*gan dannerja Instansi Femerintah (Innbamn rvesaraEiliik" Indonesia Tatrunto6 Ngmor 2s, Tambatrin Lembaxan xegaii 

-Republik 
Indonesiarmor 21614);

ratunan Femerintah Nomors ?ahun zoar k,n&,rryLaporan penJrclengaraanmerintatr Daerah Kepada pemerintah,: - I;p"oo Keteranganr{angungiawaban Kepata Daerah Kepa.da b.*n-pur*,"tit*,, iilfi;rerah, dan Informasi. LapoSn penyetingaraan p"*oirrt"rr"r, Daeratr
ryda |fiasrarakat firmbaran Ngaara nepuuE rnaonesia tarrun 20oz Nomor
, Tambahan lemhmn Negara 6publik Indone-i* N;;;-a6931;
raturan Pmerintah Nomor 3g rahun 2007 terrtang Fembagien unreanmerintatran Antaxa Pemerintah, Pemerintahan oierarr provinsi dannerintahan Daerah l(abupaten / f"ta 1*mtaran fVegara-HepuUUt Indonesiahun 2OOZ Nomor 82, Tambairan fi-tuo" I{"d;-i;pblik Indonesiamor 47371;

aturan Femerintatr Nomor 39 Tahun 2@7 tentang pengerolaan uanggam/Daerah flem{ran Ngara lgnublik Indonesiaiaf,un 2ooz Nomor g3,nbahan Iembaran Negara Repuuuti Indonesia luo*, +zsgr;

29.Peraturan pemerintah.,, .6
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.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangtet
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 89,
Tambatran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474L1;

.Peraturan Pemerintatr Nomor 7 Tahun 2OO8 tentarrg Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

.Peraturan Femerintah Nomor 5 Tatrun 2OOg trntarrg Bantuan Keuangan
Kepada faftai Politik (Iembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 20O9
Nomor 18, Tambatran Iembaran Ncgara Reprblik Indorresia Nomor 4972r,
sebagaimana telah diubatr dengan Feraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun
2O12 tentang Perubatran Atas Feraturan Femerintatr Nomor 5 Tatrun 2OO9

Tentang Bantuan Keuangan Kepda Partai Politik (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O12 Nomor 195, Tambahan Lembaran Nqara Repubtik
Indonesia Nomor $5f);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O1O tentang Pedsman Perr5rusunan
Feraturan Deman Perrrakilan Ra$at Daerah Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Ra\yat Daeratr flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 22, Tambalran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 51Oa);

.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tatrun 2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Guberrrur sebagai Wakil
Femerintah di Wilayah Provinsi {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2o1o Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51On sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2O11 tentang Perubatran Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 19 Tahun
2O1O tentang Tata Cara Petraksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Penerintatr di Wilayah hvinsi (kmbaran
Negara Republik hrdonesia Tahun 2O11 Nomor 44, ?ambahan Lemboran
Negara Republik Indonesia Nomor a209l;

34.Peraturan Femerintatr Nomor 69 Tatrun 2O1O tentang Tata Cara Femberian
dan Pemanfaatan Insentif Femungutan Pajak Daeratr dan Retribusi Daeratt

flrmbalan Negara Republik tndonesia Tatrun 2OlO Nomor 119, Tambatran
Lemhran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5161);

3$.Ferahrran Pemerintah Noaor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi
Femerintatran (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123,
Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

36.Femhrran Pemerintah Nomor 3O Tatrun 2O11 tentang Pinjaman Daerah
tlembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);



'ratuxan 
Pemerintatr Nomor ? T**12!r|2 tentang Hibah Daerah (Iembran%ara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomois,--t"-u.rr"" Iembaranegara Republik Indonesia Nomor 52?21;

,naturan Pemerintah Nomor 22 rahun 2114 
-tentang 

pengelolaan Barangilik Nqara/ (Irmbaran Nesara Republik Indonesia Tahun 2o14>mw 92, Tambahan Lembaran lte8ata Republik lnAonesia- Nom<rr SSB3);
:raturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Feraturan pelaksanaan
ndang-undang Nomor 6 Tahun 2o1a -teltang-6.o 

-tr"u*baran 
Negara:publik Indonesia Tlrhun 2oI4 $tomor rgs, r;nbahan'r-*b"on Negara:publik Indonesia Nomor 5539);

'raturan Pnesiden Nomor s4 Tatrun 2o1o tentang pengadaan Barang/Jasailik Femerintatr sebagaimana tetatr ueuerapa k"fi ddffi teraShir denganraturan Presiden Nomor 7o rahun 2012 i;t,,g p"*b"h* Kedua Atasraturan Prresiden Nomor s4 Tahun zo:o t"rtt"og-p;"g"dd *;r;;merintah (Lcmbaran {egam Republik rnaoneta- FJ"r, 2or2 NomorS,Tambatran Lembaran Negara nefuflik Inaonesia-Nomo, 533a);
raturan Menteri Dalam Nqeri Nomor 13 Tahun 2oo6 tentang pedomaang$gtag KeuangaT Dae,ah sebagaimana terah beberapa kali diubetralftir dengan Feratumn Menteri il"la- N"goi-!S"-ri 2l Tatrun 20llttang Perubahaa Kedua Atas Feraturan Ueriteri Dah; Negeri Nomor 13hun 2OO6 tentang Homan pergelolaan Keuangan Daerah;
ahrran Mentcri Datam Negeri Nomor 16 Tatrun 2ooz tentang Tata cara{uasi Rancangian peraturan Daera}r t$"r,g Angpran pendapatan danlarga Daeratr dan Ranca*gan peraturan Kepali oa.Et itt ns pengabaran
ggamn Pendapatan dan Belanja Daerah *e@i*r"-;"h- dfib"h"dG;aturan Merrteri D+n Negeri Nomor 36 Tahun coiit 

"t*.g Ferubahans Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun eooz tentang rata:a Evaluasi Rancengan peratunin Dagrah t""t"Ee"&o' pendapa.tanr Belar{a Dasah 
-dan Rancangan peraturan -E"e"Foaerah 

rentanggahran Angaran pendapatan Afr Sefanga naeratr; --- ,

aturan Menteri Daram Negeri Nomor rz Tahun 2ooz tentang Fedomannis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
aturaa Menteri Dqlf,'"' Negeri Homor zr Tahun zwr tentanggelompokan Kemgm,uan Eeu"nga, Daerah, Fengangaran danlanggung Jawaban Pengunaan eel;ia penunjani Offisiona pimpinanlD serta Tata cara Fengembalian rit{"rrs* Komunikas Intensif dane Operasional;
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.Peraturan Menteri Dalas Negeri Nomor 24 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Tata
Cara Fenghitungan, Pengaaggaran Dalam Ansgaran Pendapatan dan Belarfa
Daerah, Fenga$uan, Fen5raluran, dan Laporan Pertangungiawaban
Penggunaan Banhran Keuangan Partai Potitik, sebagaimana tehtr diubatr
dengan Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O13 tentang
Perubatnn Atas Feraturan Me,nteri Dal^m Negeri Nomor 24 Tahun 2OO9
tentang Pedoman Tata Cara Pengtrihrngan, Fengangaran Datam Anggaran
Pendapatan dan BelarXia Daerah, Pengajuan, Fenyaluran, dan Lapran
Fertang$rngiawaban Fenggunaan Bantuan lGuanga:r Fartai Po[tik;

.Peraturan Menteri Datam Negpri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman
Femberian Hibah dan Barrtuan So.qiFl yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeratr sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tatrun 2012 tentang Ferlbahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Fedoman
Femberian Hibah dan Bantuatr Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

4T.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman
Pengelolaan Inveetasi Pemerintah Daerah;

48.Feraturan Menteri Dalam l{egeri Nomor 27 Tahun 2O13 tentang Pedoman
Pen3nrsunan Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Tahun enggaran
2014;

49.Ferahrran Menteri Dalsm Negeri Nomor 1 Tatrun 2O14 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2O14 Nomor 32;

S0.Perattman Daerah Provinsi Jawa Barat
Pembahan Anggamn Pendaptan Bela4ia
Anggaran 2014;

Sl,Peraturan Guberrrur Provinsi Jawa Barat Nomor
Per$abaran Peruhalran Anggaran Pendapatan dart
Anggararr 2OI.4;

S2.Peraturan Daerah t(abupaten Ma$alengka Nomor I Tahun 2OO5 tenhng
Kedudukan Keuangan Kepata Daerah dan Wafcil Kepafa Daerah l(abupaten

Nornor 18 Tahun 2014 tentang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

75 Tatrun 2Ol4 tentang
Belarrja Daerah Tatrun

Kabupaten Mdaleneha Tatrun 2OOS Nomor I

Meialenglffi Nomor 2 Tahun 2OSB tentang

Mqialengka $.embaran Daerah
seri Eh

SS.krahrran Daemh Kabupaten
Urusan Pemerintahan Daerah l(abupaten Mqralcngka tl.cmbarail Daeratr
I(abupaten Mqiatengh Tatrun 2OO8 Nomor 2, Tambahan Iembaran Daerah
I(abupaten Majatcngka Nomor l);

S4.Peraturan Daerah l(abupaten Mqialengka Nomor 2 Tahun 2@9 tentang
Fokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah I(abupaten Majafengle
(Irmbaran tlaerah Kabupaten MqialengkaTahun 2009 Nomor 2|;

S5.Feraturan Daeratr., . . .9
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55' Peraturan Daerah 
-Kabupaten Mqiarengka Nomor s rahun 2oo9 tentangPenyertaan Modar Femerintah lfubupaten Mqialengl.a Kepada Koperasi danusaha Mikro, Kecrl dan_Menengatr r"u"Gt"rirr,r":f""sl* fiembaran DaeratrKabuparen Majalengka Tahun ioog tto-t, st --"--,

i6. Peraturan Daerah_,Ifubupa.ten 
{ajafenska Nomor lO Tahun 2OO9 tentangorganisasi perangkat Daerah rir*pite" M"jJ"";* fiembaran Daerah

Fu"p"tg" Majarengka Tahun zoog xomor idGHgri*""" telah diuhhdengan ?."*r! r(abupa.ten Magalengt<a Nomor g Tahun 2011tentang Ferubahan Atas per:aturai-Daerah irau"F*t 
" Meialengt a-Noe; roTahun 2oo9 tentan_g-organisasi pemnght oa#tr--rauupaten Majalengb(I"embaran Daemh l(abufrten Meiarengfa T"d;2oli Nomor g).

i7' peraturan 
Dar1,,,,,,,,,,,,,,, KSpuqaten Mqiarengka Homor s rahun 2o14 tentangPerubahan Anggaran Fendapatan dry$h$a nairarr l(abupaten MajalenghTahun Anggaran 2or4 (Lcmbaran p""or, x"u"p"t Mqialengka Tahun2O14 Nomor 3|.

ITTilUT[ITil(*il:

lenetapkan : PERATUNAIT BIIPfrrI TEITTAISG PERITBAHAIS ATASPENATUAfiII BTTPATI lSOtrOR TO TtrIffIT?jOI{. Tr,trr*ilG PEIT.TABARAil PTRI'BAII*fi ffiPEISDAPATAIS DAIS BEIIIIT.IA DASNffI KABTIPAIEITuA.rAr,trGna rAEIff AItoGAnaIr aot+
na:al I

:berapa ketentuan dalam peratumn Bupti Majalengka Nomor lo rahun 2oI4ntang Peqiabaran .peruhhan &,ggamn penaapJtan aan Belar{a Daeratrrbupa.ten Majalengla 
--T&r1 e"6"on -zoi+-iB"Jt" Daerah l(abupatenajatengkaTatrun 2o14 Nomor rrl ai&rt se@ai drik";

Diantara Fasal I dan pasal 2 disisipkan I (satu) ksal, yakni pasat rAsehingga berbunyi sebagai berikut:

l0
Pasal 1A

bahan Feqiabamn Perubahan APBD Tahun Angaran 2O14 adalatt
i beriktrt:

hndapatan

a, Sernula
b" Bertambaft {Berkurang}
Jumlah Pendapdan $etdah Perubdtan

Eehnla

a. Semula

b. Bedarrfiah {Be*urang}
Jumlatr &lania sete**t perub*an
$u$us (Ddislt) setelatl perubahan

Panbiryarn

A, Penerimam
1. $ernula
2. &rtamb$(berkurarq)

Jumldr Penerimmt setehfi
Ferubahan

B. Paqduaran
1, $ernula
2, Bertffibatt{Murang}

Jun$dr Pen$utrtrt std*t perubahan

Jurnl*r Punt*ayaan Netto seteldt prubahan
Sba L€bih pnfhyan Sehh Perub$an

Rp, 1.991.m6,115.952,14

Bp. . ., q5rffig.$89i$9,m.
Rp. 2.026.875.SS5,8{1,14

&. 2.107.167.5S6.572,14
qq. ,.,* , ?['9$9'frq:q8q'oo ,

Rp. 2.143.037.256.461,14
Rp. {116.161.450.Sm,m}

Rp. 147.S01.4S.6m,00

Bp-.-, ..,-, * , ..-,. .9,P*
Rp. 147.SS1.450.6m,m

Rp. 31.S00.m0.m0,m

FP, . -q,P* Rp. 31.5m.000.m,m
Rp. 11S.161.450.620,m
Rp. 0,$l

tara Pasat 2 dan Pasal 3 disisipkan L {satu} Pasal, yaluri Pasal 2A
hingga berburryi sebagai herikrt:

Fasal 2A

Ringfasan Perubahan Penjabaran dimaksud dalam Pasat 1A
dirinci trebih lanriut pada lampiran I.A dan I.b Femturan Bupati ini.

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan I (satu| Paeal, yakni Pasaf 3A
sehingga berbunyi *bagai berikuu

Pasat lA..i....1O Pasal 3A.,r.-.....1 1



ll
Fasal 3A

(1) Perubahan Pe4iabaran APBD scbagaimara dimaksud dalam Pasal 1A
adalah memuat Perubahan penarnbahan anggaran dan penyesuaian
program dan kegiatan sehubungan dengan adanya bantuan keuangan
dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang turun setelah Perubatran APBD
I(abupaten Mdafenska ditstapkan yaitu untuk Dinas Pendidikan, Dinas
Iksehatan, Dinas Pengetrolaan Sumber Daya Air, Fertambangan dan
Energi, Dinas Bina Marya dan Cipta lfurya, Badan Penanggulangart
Beacaaa Daerah, Inspektorat l(abupaten dan tedapat perubahan
pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuanggn dan Aset Daerah yang
dirinci lebih lanjut dalam Lampimn II.A Peraturan Bupati ini.

{2} Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud pa.da Ayat (1} selanjutrrya
akan ditampung dalam Laporan Realisasi (LRA) Tahun 2014.

nasal II
Peraturan Bupa.ti ini mulai bertraku pada tangal diundangkan,
Agar setiap orang mengehtruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupa.ti ini dengan penempatanrrya dalam B€rita Daeratr Ifubupaten Mqialengl€.

Ditetapkan di Mqialengka
pada tanggal 5 Novemher 2014

BIIPATT UA*TALEI$GKA,

CaplTtd

SIITRISITO

Diundangkan di Mqialm%s, 
4Pada tansgal 5 $lbr

STffiDAEAAII
ffi ,

AI'E NACIIUAT AIJ
BERITA DAERAH KABUPATEN MA.IATENGKA TAHUN 2014 NOMOR 1A

Salinan sesuai dengan aslinya

ITEPALA BAGIAT IIIUNITT,

F,I,n"{ ..qql$ I[,U..r $]H..q[.r4.

tr[IP.19680S2T 199603 I mS


